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ABSTRAK 
 
 
Nur Hidayatti, 2008. TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK JANDA DALAM 
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA (Studi Kasus di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo). Fakultas Hukum UNS. 
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai hak janda 
dalam pembagian warisan menurut hukum adat Jawa serta bagaimana 
pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif sehingga metode yang 
digunakan yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku serta berbagai tulisan yang 
berhubungan dengan hak janda dalam pembagian warisan menurut hukum adat 
Jawa, selain itu juga dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu berhadapan 
langsung dengan obyek penelitian yang meliputi observasi, mengkaji kasus-kasus 
yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo serta melakukan wawancara 
langsung dengan aparat Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
Setelah diadakan penelitian dengan berdasarkan kajian teoritis dan 
beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka di dapatkan 
hasil sebagai berikut : dalam hukum adat Jawa seorang janda yang telah lama 
hidup bersama dengan suami dan telah memperoleh keturunan, maka janda berhak 
mendapat bagian atas harta kekayaan yang ditinggalkan suami. Adapun besar 
bagian yang diterima adalah jika janda tersebut mempunyai anak yang belum 
dewasa maka harta peninggalan suami bisa dikuasai penuh oleh janda asalkan 
digunakan untuk keperluan sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan anak-
anaknya. Tetapi setelah anak tersebut dewasa atau telah berkeluarga maka harta 
peninggalan suami harus dibagi rata antara janda dan anaknya, artinya antara anak 
dan janda mendapat bagian yang sama besar. 
Sedangkan pelaksanaan pembagian warisan bagi seorang janda di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah jika pihak-pihak yang bersengketa 
memutuskan mengakhiri sengketa dengan melakukan perdamaian maka pihak 
Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berhak ikut campur dalam menentukan 
besarnya bagian warisan, hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang bersengketa lebih 
memilih menggunakan aturan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat. 
Disini Pengadilan Negeri Sukoharjo hanya berperan dalam mengesahkan akta 
perdamaian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa. 
Sedangkan pada kasus yang berakhir dengan putusan maka hakim Pengadilan 
Negeri Sukoharjo dalam memutus sengketa tetap berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan sengketa yang terjadi. 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
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Penulisan Hukum ini membahas tentang bagaimana hak janda dalam 
pembagian warisan menurut hukum adat Jawa dan bagaimana pelaksanaan 
pembagian warisan bagi seorang janda di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 
 
Saat ini belum banyak peneliti atau penulis yang meneliti atau 
membahas  tentang hak janda dalam pembagian warisan, selama ini kebanyakan 
penelitian hanya membahas tentang hak anak dalam warisan atau yang lebih 
sering lagi membahas tentang perebutan warisan. Karena seorang janda sangat 
berperan dalam rumah tangga terutama setelah sang suami meninggal dunia 
dimana jandalah yang harus merawat, mendidik dan membiayai kehidupan 
anaknya maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang hak janda 
dalam pembagian warisan tersebut terutama warisan peninggalan suami. 
 
Karena peran janda yang begitu besar dalam keluarga terutama setelah 
suami meninggal dunia maka dalam pembagian warisan sang janda harus 
mendapat kedudukan istimewa artinya bagian janda tersebut harus lebih besar 
atau setidak-tidaknya sama dengan bagian yang diterima oleh seorang anak. Oleh 
karena istimewanya kedudukan janda maka penulis berusaha memberikan atau 
mengumpulkan informasi sebanyak dan sejelas mungkin. Karena penulis berharap 
dengan mengerjakan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada 
khalayak umum terutama kepada penulis tersendiri.  Dalam hal ini penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
            Tuhan menciptakan manusia di dunia ini berpasang-pasangan artinya 
bahwa manusia pada suatu saat nanti pasti mempunyai keinginan untuk 
melakukan perkawinan. Perkawinan ini bertujuan untuk membentuk suatu 
keluarga yang nantinya akan meneruskan keturunannya. 
 
Dalam kehidupan berkeluarga antara suami isteri di tuntut adanya 
hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu 
dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai dan 
saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Di dunia ini manusia hidup di 
dorong oleh dua naluri yaitu : 
1. Naluri makan untuk mempertahankan hidup pribadi 
2. Naluri kehidupan berkeluarga untuk mempertahankan keturunan. 
Kedua naluri ini sudah ada sejak manusia dilahirkan, bahkan naluri untuk 
hidup berkeluarga sering kali lebih menonjol sehingga seluruh gerak dan apa 
yang dilakukan manusia di dorong oleh naluri tersebut. Lebih dari itu dalam 
upaya mencapai kebahagiaan dan mempertahankan kelangsungan 
keturunannya, manusia melengkapi dengan harta kekayaan beserta 
kemudahan-kemudahan hidup. Sehingga manusia merasa perlu untuk 
memberikan peninggalan berupa materi atau harta kekayaan ataupun 
kemudahan dengan mewariskan kepada anak keturunannya. Oleh karena itu 
muncullah hukum waris yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan 
dengan warisan. 
 
 
 
Pengertian hukum waris adat menurut Prof. Dr. R. Soepomo adalah 
sebagai berikut hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur 
proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-
barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari satu angkatan 
manusia (generatie) kepada keturunannya. (Mg. Sri Wiyarti, 2000 : 3). 
  
Peristiwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban pewaris 
kepada ahli waris, dilakukan dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 
Tetapi ada juga pewarisan berdasarkan surat wasiat, hal ini disebabkan karena 
adanya pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada 
hakekatnya merupakan hasil kerjanya selama hidup, maka dari itu wajarlah 
apabila dia akan memberikan sebagian harta warisannya kepada keluarganya 
atau seseorang yang disukai misalnya kepada sahabat dekatnya atau kepada 
orang yang dipercayainya. 
 
Dalam hal ini menurut peraturan perundang-undangan ada 2 cara untuk 
memperoleh warisan yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2000: 271): 
1. Pewarisan menurut ketentuan Undang-Undang ( ab intestato ) 
2. Pewarisan karena di tunjuk dalam surat wasiat ( ab testamento ) 
 
Pada umumnya di Indonesia khususnya Pulau Jawa apabila pewaris 
wafat meninggalkan isteri dan anak-anaknya, maka harta warisan terutama 
harta bersama suami isteri yang di dapat sebagai hasil pencaharian selama 
perkawinan dapat dikuasai oleh janda almarhum pewaris untuk kepentingan 
kelanjutan hidup anak-anak dan janda itu sendiri. Di lingkungan masyarakat 
jawa dimana isteri masuk kekerabatan suami dan tetap merupakan anggota 
keluarga pihak suami, janda tetap dapat menguasai harta warisan dan 
menikmatinya selama hidupnya untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan 
hidup anak-anaknya. 
 
Apabila tidak memiliki keturunan, janda dapat kawin lagi dengan 
saudara laki-laki suami yang disebut dengan karangwulu atau dengan orang 
lain untuk mendapatkan keturunan. Penguasaan janda terhadap harta warisan 
suami yang pisah mati tersebut berakhir apabila anaknya sudah dewasa atau 
berumah tangga. Berakhir disini bukan berarti janda tidak mendapat bagian 
atau tidak berhak menikmati lagi tetapi berarti bahwa harta warisan tersebut 
bisa dibagi rata antara anak-anaknya dan ibunya (janda).  
 
Dalam hal anak atau janda yang mempunyai kedudukan sebagai ahli 
waris tetapi hak yang mereka punyai ternyata dihalang-halangi orang lain 
yang ingin menguasai harta tersebut, maka janda atau anak bisa mengajukan 
gugatan atas harta yang dikuasai orang lain tersebut dengan menunjukkan 
bukti sah akan haknya. 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik 
untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum yang berkaitan 
dengan pembagian harta warisan. Oleh karena itu penulis membuat penulisan 
hukum dengan judul : “ TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK JANDA 
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA 
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)” 
 
B. Perumusan Masalah 
Untuk lebih mengerucutkan pokok permasalahan yang akan diteliti, 
maka perlu untuk dibuat perumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan 
uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 
penelitian ini meliputi : 
1. Bagaimana pengaturan pembagian warisan bagi seorang janda menurut 
hukum adat jawa ? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan bagi seorang janda 
menurut hukum adat jawa, berdasarkan putusan hakim terhadap perkara 
No. 31/Pdt.G/1994/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai 
jawaban atas permasalahan yang dihadapi (tujuan objektif) maupun untuk 
memenuhi kebutuhan (tujuan subjektif). Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui pengaturan pembagian warisan bagi seorang janda 
menurut hukum adat jawa. 
b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan bagi seorang 
janda di Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang nantinya dapat diketahui 
perbedaan antara pengaturannya menurut hukum adat jawa dan 
pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. 
 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Sebagai sarana bagi penulis untuk menyumbangkan gagasan 
pemikiran guna mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya 
dan bidang hukum serta masyarakat pada khususnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memberikan manfaat yang 
berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun 
manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
hukum di bidang hukum dan masyarakat khususnya tentang pembagian 
warisan bagi seorang janda menurut hukum adat jawa. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
b. Membantu memberikan pemahaman mengenai hak seorang janda 
dalam pembagian warisan menurut hukum adat jawa. 
c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang 
berkepentinagan dalam penelitian atau bidangnya.  
 
E. Metode Penelitian 
Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan 
digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut 
: 
1. Jenis Penelitian  
Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini 
termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian 
kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan-bahan 
tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
 
Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka 
dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 
Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup 
(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001: 19): 
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum 
b. Penelitian terhadap sistematik hukum 
c. Perbandingan hukum 
d. Sejarah hukum 
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat diskriptif yaitu penelitian yang memberikan 
data sedetail mungkin tentang, manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang 
terjadi. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat 
membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam rangka menyusun 
teori baru. 
 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat 
kualitatif. Dengan menggunakan data yang dinyatakan secara verbal dan 
kualifikasinya bersifat teoritis yang diolah dan ditarik kesimpulannya 
dengan metode berfikir induktif. Penyajian secara induktif maksudnya 
adalah metode penyajian yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat 
umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
 
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian 
serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti 
buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang 
sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Penjelasan jenis data ini 
akan menunjukkan tingkat pemahaman peneliti mengenai apa yang 
diperlukan untuk digali dan dianalisa untuk menemukan kesimpulan 
yang tepat. (H.B. Sutopo, 2006: 180). 
 
 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer 
Data primer adalah data atau bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari 
: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
2) Putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 
31/Pdt.G/1994/PN.Skh 
3) Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dan 
pihak Penggugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/PN.Skh yaitu 
Bapak Ngadiyo alias Sartono. 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan, 
dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori, 
bahan dari kepustakaan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan 
dengan masalah yang akan diteliti. Jadi data sekunder adalah data 
yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data yang terlebih 
dahulu dibuat oleh seseorang dalam suatu kumpulan data seperti, 
dokumen, buku, atau hasil penelitian terlebih dahulu dan sebagainya. 
 
5. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 
penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang 
digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik atau 
catatan resmi, yaitu dokumen putusan hakim Pengadilan Negeri 
Sukoharjo. 
 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian 
doctrinal/normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung 
kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 
pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan 
menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
 
7. Analisis Data  
Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil 
penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah 
melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis 
analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisa 
kualitatif dengan model interaktif (interactive model of analysis) yaitu 
dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun 
dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus. 
Dalam bentuk ini peneliti mengacu pada tiga komponen analisis dengan 
proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data 
berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti tetap 
mengacu pada tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu 
yang masih tersisa bagi penelitiannya. 
 
Sedangkan model analisa yang digunakan dalam penelitian ini 
kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan pengumpulan data atau verifikasi. Tiga hal utama tersebut 
secara siklus dan interaktif yang bergarak bolak-balik diantara kegiatan 
tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawah ini : 
  
Gambar 1. Model Analisis Interaktif  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 
sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan 
hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun 
sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab 
terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan 
hukum tersebut adalah  sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan sekaligus 
menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan 
Sistematika Skripsi. 
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK JANDA DALAM 
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT JAWA 
Bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran-gambaran dan 
teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar dalam penyusunan 
Pengumpulan 
data 
Sajian data Reduksi data 
Penarikan 
Kesimpulan 
skripsi yaitu mengenai Pengertian Hukum Adat, Sejarah Hukum 
Adat, Pengertian Hukum Waris Adat, Pengertian Pewaris, 
Pengertian Ahli Waris, Pengertian Harta Warisan, Pengertian 
Janda, Kedudukan Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut 
Hukum Adat Jawa. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : pertama, hak 
janda dalam pembagian warisan menurut adat jawa. Kedua, untuk 
mengetahui pembagian warisan bagi seorang janda tersebut 
berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap 
perkara No. 31/Pdt.G/1994/PN.Skh. 
BAB IV PENUTUP 
Pada bab ini akan disajikan kesimpulan data hasil penelitian dan 
saran-saran dari penulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang  Hukum Adat 
a. Pengertian Hukum Adat 
Untuk membahas mengenai hukum adat perlu kita lihat 
adanya suatu kenyataan bahwa setiap kesatuan masyarakat di 
dalamnya tentu kita lihat adanya suatu tingkah laku yang hidup dan 
terpelihara dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. 
 
Berbagai macam tingkah laku tersebut mengandung nilai-
nilai tertentu, ada yang mempunyai nilai positif dan ada pula yang 
negatif. Yang positif cenderung untuk dipertahankan, yang negatif 
cenderung untuk ditiadakan, atau setidak-tidaknya diusahakan 
berkurang frekuensi terjadinya. Semua tingkah laku dengan nilai-
nilai yang terkandung di dalamnya tersebut merupakan gambaran 
tentang kepribadian suatu masyarakat suku bangsa tertentu. Dan 
kepribadian tersebut merupakan adat (kebiasaan) masyarakat suku 
bangsa itu. 
 
Bagi negara Indonesia yang bersifat plural society ini tentu 
mempunyai keragaman dalam adat istiadat atau kebiasaan, namun 
mempunyai dasar atau sifat pokok yang sama. Dasar atau sifat 
yang sama itu tampak dalam perumusan Pancasila dimana dalam 
merumuskan dasar negara, Indonesia berorientasi pada kepribadian 
bangsa, yaitu tingkah laku, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup 
dalam masyarakat Indonesia yang mengandung nilai-nilai 
keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. 
Sehingga hukum adat seharusnya mengandung nilai-nilai tersebut. 
Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian hukum adat dapat 
ditinjau beberapa pengertian yang dikemukakan beberapa Sarjana 
Hukum, diantaranya sebagai berikut :  
1) Menurut Prof. Djojodiguno 
Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada 
peraturan melainkan bersumber pada (Muchlis Marwan dan 
Andri Astuti Prastowo, 2000: 2-3) : 
a) Putusan pejabat-pejabat kekuasaan negara yaitu 
kekuasaan legislatif (kekuasaan pengatur), selain itu 
juga merupakan putusan dari pejabat eksekutif 
(pelaksana) dan pejabat yudikatif  (kekuasaan 
mengadili). 
b) Perjanjian internasional dan pernyataan perang, serta 
segala tindakan untuk melaksanakan perang itu sendiri. 
c) Perbuatan rakyat dalam menyelenggarakan 
perhubungan pamrihnya, yang menebal menjadi adat 
kebiasaan. 
d) Putusan rakyat dalam peragaan tertentu. 
e) Pemberontakan terhadap penguasa yang ada. 
 
2) Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH 
Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam 
peraturan legislatif meliputi peraturan hidup yang meskipun 
tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi tetap ditaati dan 
didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa 
peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. 
 
Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa dalam tata 
hukum baru Indonesia lebih baik jika pengertian dan istilah 
hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang 
tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup 
sebagai konvensi pada badan-badan hukum negara, hukum 
yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang 
hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di 
dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa, semua 
inilah yang merupakan adat atau hukum yamg tidak tertulis 
yang disebutkan dalam Pasal 32 UUDS Tahun 1950. (Surojo 
Wignjodipuro, 1983: 14). 
 
3) Menurut Dr. Soekanto 
Hukum adat adalah kompleks adat yang kebanyakan 
tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan 
mempunyai akibat hukum. 
 
4) Menurut Prof. MR. C. Van Vollenhoven 
Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda 
dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendi dan 
diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda pada saat itu. 
 
5) Menurut Mr. B. Ter Haar Bzn 
Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang 
menjelma berupa putusan para fungsionaris hukum yang 
mempunyai pengaruh, yang dalam pelaksanannya berlaku 
spontan dan dipatuhi sepenuh hati. Yang dimaksud para 
fungsionaris disini bukan saja para fungsionaris hukum tetapi 
juga meliputi penguasa eksekutif dan legislatif, kepala adat, 
rapat desa, wali tanah, petugas-petugas dalam lapangan 
agama dan petugas-petugas desa lainnya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan keputusan adalah tidak hanya keputusan 
yang timbul karena adanya sengketa, tetapi juga keputusan 
sebagai hasil musyawarah atau perdamaian atau kerukunan.  
 
Dari beberapa pendapat para sarjana hukum tersebut maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum 
adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada 
perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi 
peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-
hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa 
ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum 
(sanksi).          (Surojo Wignjodipuro, 1983: 16). 
 
b. Sejarah Hukum Adat 
Sebelum zaman kompeni tepatnya sebelum tahun 1602 
tidak dikemukakan catatan ataupun tidak terdapat perhatian dari 
orang-orang bangsa asing terhadap hukum adat bangsa Indonesia. 
Pada zaman kompeni barulah mulai menaruh perhatian terhadap 
adat istiadat bangsa Indonesia. Ada yang mencurahkan 
perhatiannya sebagai orang perseorangan, ada pula yang karena 
jabatannya ataupun yang khusus mendapat tugas/perintah dari 
penguasa kolonial pada saat itu untuk meneliti atau mengamati 
hukum adat yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul beberapa 
pakar sejarah yang mengemukan pendapatnya tentang hukum adat, 
diantaranya : 
 
1) Zaman Kekuasaan Kompeni (VOC) tahun 1596-1808 
Kompeni (VOC) pada hakikatnya adalah suatu 
perseroan dagang. Oleh karena itu mudah di mengerti bahwa 
kompeni hanyalah mengutamakan kepentingannya sebagai 
badan perniagaan. Dengan demikian maka bangunan-
bangunan hukum adat yang hingga saat itu sudah ada di 
daerah-daerah sejauh mungkin dibiarkan saja, sehingga 
hukum rakyat masih tetap berlaku. Baru apabila kepentingan 
kompeni terganggu, maka kompeni menggunakan 
kekuasaannya terhadap bangunan-bangunan asli tadi. Hal ini 
membawa akibat sikap kompeni terhadap hukum adat adalah 
tergantung keperluan pada waktu itu. 
 
2) Zaman kekuasaan Daendles  
Selama pemerintahan Daendels boleh dikatakan segala 
hukum penduduk tetap ada seperti sediakala dan umumnya 
untuk bangsa bumiputera diberlakukan hukumnya sendiri 
serta hukum acara yang biasanya di pakai, artinya bahwa 
pengusutan suatu perkara pidana tidak lagi diperlukan 
dakwaan dari orang atau keluarganya yang menjadi korban. 
Dalam penggunaan hukumnya diperbolehkan menyimpang 
dari hukum adat. Disamping itu pada zaman ini masih 
mengidentikkan hukum adat dengan hukum islam. 
 
3) Masa kekuasaan Raffles 
Pada zaman kekuasaan Raffles ini beliau mengira 
bahwa hukum adat itu tidak lain ialah hukum islam dan  
hukum adat dipandang lebih rendah derajatnya daripada 
hukum Eropa. Dimana hukum adat hanya dipandang baik 
untuk golongan rakyat Indonesia tetapi tidak patut 
diberlakukan bagi golongan Eropa. 
 
 
 
4) Zaman antara tahun 1816-1848 
Di zaman ini Komisaris Jenderalnya tetap 
memberlakukan hukum adat terhadap bangsa Indonesia 
seperti yang diberlakukan pada zaman kekuasaan Raffles. 
 
5) Zaman antara tahun 1848-1900 
Suasana di sekitar tahun 1848 sangat dikuasai oleh 
pemujaan nilai dan kepentingan kodifikasi. Suasana inilah 
yang mendorong atau merupakan sebab utama adanya 
permulaan untuk menggantikan hukum. Pada tahun ini 
 Mr. Wichers Presiden Mahkamah Agung pada saat itu 
mengusulkan hukum adat digantikan dengan hukum 
kodifikasi barat, tetapi usahanya gagal. Kemudian pada tahun 
1870 Van der Putte menteri jajahan Belanda mengusulkan 
penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di 
Indonesia untuk kepentingan agraria pengusaha Belanda, 
usaha inipun gagal. Akhirnya pada tahun 1900 Cremer, 
menteri jajahan Belanda menghendaki diadakan kodifikasi 
lokal untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan 
daerah-daerah dimana penduduknya telah memeluk agama 
Kristen. Tetapi belum sempat usaha ini diselenggarakan 
sudah tersusul oleh usaha berikutnya. Sehingga dari sini 
dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1848-1900 banyak 
diwarnai dengan usaha untuk menggantikan hukum adat.  
 
6) Zaman antara tahun 1900-1945 
Pada zaman ini Van Vollenhoven berusaha keras agar 
jangan sampai hukum adat didesak hukum barat, dalam hal 
ini beliau didukung muridnya yang bernama Ter Haar. Ter 
Haar berusaha agar hukum adat dipertahankan dan 
dilaksanakan sebagai hal yang sangat sesuai bagi kebutuhan 
masyarakat Indonesia dalam kedudukannya sekarang. 
 
7) Pada tahun 1945 
Kedudukan hukum adat setelah Indonesia merdeka 
(1945) masih seperti kebijaksanaan waktu pemerintahan 
Hindia Belanda berdasarkan aturan-aturan peralihan yaitu 
menunjukkan bahwa di Indonesia selain berlaku hukum 
tertulis tetapi juga berlaku hukum tidak tertulis (hukum adat). 
 
8) Orde Baru-Sekarang 
Pengakuan hak terhadap masyarakat adat sudah ada 
sejak disahkannya UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-
undang Pokok Agraria, UUPA mengakui adanya masyarakat 
hukum adat dan hak ulayat. Sedangkan perundang-undangan 
produk Orde Baru mengakui masyarakat adat jika : 
a) Jika dalam kenyataannya masih ada masyarakat adat 
b) Masyarakat adat tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional 
c) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi 
d) Ditetapkan dengan peraturan daerah 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan 
a. Pengertian Hukum Waris Adat 
Sudah merupakan suatu hal yang tidak disangkal lagi 
bahwa setiap manusia yang mengalami peristiwa kelahiran pasti 
mengalami kematian. Dimana setiap peristiwa kelahiran dan 
kematian pasti menimbulkan akibat hukum, tidak terkecuali dalam 
peristiwa kematian. Menyangkut masalah kematian ini seringkali 
menimbulkan permasalahan hukum terutama yang berkaitan 
dengan harta si orang yang meninggal dunia atau pewaris. Karena 
dengan meninggalnya seseorang itu maka secara spontan segala 
hak dan kewajiban beralih kepada orang yang ditinggalkannya, 
yang berhak atas harta kekayaan tersebut.  
 
Sebenarnya yang dimaksud hukum waris menurut hukum 
adat pada dasarnya merupakan sekumpulan hukum yang mengatur 
proses pengoperan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi 
selanjutnya.  (Titik Triwulan Tutik, 2006: 327). Berdasarkan 
definisi hukum waris tersebut di atas termuat unsur-unsur dalam 
waris adat yaitu : 
1) Proses pengoperan atau penerusan warisan. 
Maksud proses di sini berarti bahwa pewarisan hukum 
adat tidak selalu aktual dengan adanya kematian. Mengenai 
pengoperan atau penerusan harta materiil dan immateriil itu 
dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi pewarisan ini 
bukan merupakan pewarisan individual. Dalam hukum adat 
pewarisan itu dapat berlangsung meskipun tidak ada yang 
meninggal dunia. Jadi pewarisan dapat dilakukan antar 
orang yang masih hidup. 
 
2) Harta benda materiil dan immateriil. 
Tiap kesatuan keluarga selalu ada benda-benda 
materiil yang dimiliki oleh keluarga itu, yang disebut 
dengan kekayaan. Kekayaan yang biasa disebut dengan 
harta keluarga dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara 
lain: 
a) Harta suami isteri yang diperoleh dari warisan orang 
tuanya. 
b) Harta suami isteri yang diperoleh sendiri sebelum 
perkawinan. 
c) Harta suami isteri yang diperoleh bersama-sama semasa 
perkawinan. 
d) Harta yang ketika menikah diberikan kepada pengantin 
(suami isteri tersebut). 
 
Kekayaan dalam keluarga tersebut pada dasarnya 
memiliki beberapa fungsi diantaranya : 
a) Kekayaan merupakan basis materiil dalam kehidupan 
berkeluarga, yang dinamakan dengan harta rumah 
tangga.  
b) Karena harta kekayaan itu merupakan basis material 
dari kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain harta 
kekayaan itu merupakan alat untuk mempersatukan 
kehidupan keluarga. 
 
3) Satu generasi ke generasi berikutnya. 
Pada dasarnya yang menjadi ahli waris dalam hukum 
adat adalah angkatan (generasi) yang lebih muda. Generasi 
di sini adalah keturunan orang yang meninggalkan warisan 
atau pewaris. Dalam hukum adat keturunan ini merupakan 
ahli waris yang terpenting karena pada kenyataannya 
mereka merupakan satu-satunya ahli waris. Sanak saudara 
menjadi ahli waris jika orang yang meninggalkan warisan 
itu tidak mempunyai keturunan. 
Harta warisan menurut hukum waris adat tidak 
merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi 
merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat di bagi 
menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli 
warisnya. Harta warisan adat tidak boleh di jual sebagai 
satu kesatuan, kemudian uang penjualan itu dibagi-bagikan 
kepada ahli waris menurut ketentuan yang berlaku dalam 
hukum waris.  
 
Harta waris adat yang tidak terbagi dapat digadai jika 
keadaan sangat mendesak tetapi harus berdasarkan 
persetujuan para ketua adat dan para anggota kerabat yang 
bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi 
kalau akan dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang 
lain harus dimintakan pendapat kepada anggota kerabat 
lainnya, agar tidak melanggar hak ketetanggaan dalam 
kerukunan kekerabatan. Hukum waris adat tidak mengenal 
asas legitieme portie atau bagian mutlak sebagaimana 
hukum waris barat dimana untuk ahli waris telah ditentukan 
hak-hak mewaris atas bagian tertentu dari harta warisan, 
sebagaimana di atur dalam pasal 913 KUHPerdata. 
Disamping itu untuk terjadinya pewarisan maka harus 
dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 
1993: 4-5) : 
a) Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 
KUHPerdata). 
b) Ahli warisnya harus sudah ada pada waktu 
meninggalnya si pewaris ( Pasal 836 KUHPer ).  
 
Selain itu dari pengertian hukum waris adat tersebut dapat 
diketahui sifat hukum waris adat itu sendiri. Dimana dengan 
adanya hukum waris adat sudah menunjukkan sifat atau corak 
khusus yang ada pada bangsa Indonesia yang berbeda jika 
dibandingkan dengan hukum waris islam dan hukum waris yang 
diatur didalam KUHPerdata. 
 
Hukum waris adat bersendi pada prinsip-prinsip yang 
timbul dari aliran komunal dan konkrit bangsa Indonesia. Sebagai 
dasar dari hukum waris adat ialah persamaan hak dan mengenal 
sifat kerukunan serta tak sama sekali tak mendapat bagian (berarti 
setiap ahli waris selalu/pasti mendapat warisan). Misalkan menurut 
hukum waris adat terutama di Jawa yang tidak membedakan anak 
laki-laki dan perempuan, artinya mengandung hak untuk 
diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam meneruskan harta 
warisan keluarga. 
 
Disamping itu hukum waris adat tidak mempersoalkan 
perbedaan agama serta tidak membedakan antara anak yang lahir 
terlebih dahulu maupun anak yang lahir kemudian, sehingga semua 
mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu hukum waris adat 
mempunyai sifat tersendiri yang sangat berbeda jika dibandingkan 
dengan hukum waris barat, diantaranya : 
1) Hukum waris adat tidak mengenal legitime portie (bagian 
mutlak), akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar 
persamaan hak, persamaan hak ini mengandung arti hak untuk 
diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam meneruskan 
dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar 
persamaan hak hukum waris adat juga meletakkan dasar 
kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian warisan agar 
berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan dari 
tiap-tiap ahli waris. 
2) Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara 
para ahli waris. 
3) Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau 
pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang lama 
ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. 
4) Memberikan hak nafkah kepada anak angkat dari harta 
peninggalan orang tua angkatnya. 
5) Dikenal sistem penggantian waris. 
6) Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara 
rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan 
keadaan khusus tiap ahli waris. 
7) Anak perempuan khususnya di Jawa apabila tidak ada anak 
laki-laki dapat menutup hak mendapat bagian harta 
peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang 
tuanya. 
8) Harta peninggalan bukan merupakan satu kesatuan, 
melainkan wajib diperhatikan sifat/macam asal dan 
kedudukan hukum masing-masing barang yang terdapat 
dalam harta peninggalan itu. (Surojo Wignjodipuro, 1983: 
163-164). 
 
Hukum waris adat sangat erat hubungannya dengan sifat-
sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan 
beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan 
berada dalam masyarakat itu. 
 
Selain itu hukum waris adat juga mendapat pengaruh tidak 
hanya dari perubahan-perubahan sosial tetapi juga dari peraturan-
peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu 
diterapkan in concreto walaupun pengaruhnya sangat kecil. 
 
Asas-asas pewarisan pada masyarakat Jawa dapat 
dibedakan menjadi : 
1) Asas kerukunan dalam pembagian warisan. 
Di Indonesia terutama di Pulau Jawa proses pembagian 
harta warisan selalu dijalankan penuh rasa toleransi dan 
musyawarah sehingga dapat tercipta kerukunan. Prinsip 
mereka adalah demi kerukunan keluarga sehingga masing-
masing pihak mengerti dan menyadari akan hak dan 
kedudukannya sebagai anggota keluarga. 
 
Dalam pembagian warisan para ahli waris biasanya 
tidak menuntut berdasarkan hukum semata tetapi lebih 
didasarkan pada musyawarah. Bahkan kadang-kadang para 
ahli waris hanya menerima saja pembagian dari orang tuanya 
(pewaris) tanpa banyak menuntut, karana mereka percaya 
bahwa orang tuanya (pewaris) akan bertindak adil dan 
bijaksana kepada anak-anaknya. 
 
Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal, sebelum 
dilakukan pembagian harta warisan seringkali mereka 
melakukan musyawarah dan harus mendapat persetujuan dari 
semua ahli waris terlebih dahulu. Sehingga sedapat mungkin 
menghindari penyelesaian masalah melalui pengadilan. 
Apabila usaha musyawarah gagal, mereka membawanya ke 
kelurahan untuk memperoleh saran penyelesaian dari kepala 
desa. Apabila usaha inipun tetap gagal maka barulah mereka 
membawa atau menyelesaikan melalui pengadilan. 
 
 
 
2) Asas persamaan hak. 
Asas ini mengandung arti bahwa semua ahli waris baik 
laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sama oleh 
orang tuannya dalam pembagian harta warisan. 
Asas persamaan hak ini diantaranya tidak membedakan : 
a) Antara anak laki-laki dan anak perempuan. 
b) Anak yang lahir terlebih dahulu maupun yang lahir 
kemudian. 
c) Perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing ahli 
waris. 
d) Status perkawinan apakah janda atau bukan. 
 
3) Asas segendong sepikul 
Pada masyarakat Jawa yang sebagian besar bermata 
pencaharian sebagai petani maka menurut hukum adatnya di 
dalam pembagian warisan berlaku asas segendong sepikul. 
Hal ini didasarkan pada kebiasaan membawa hasil panennya 
kerumah, anak laki-laki membawa pulang  dengan cara 
dipikul sedangkan anak perempuan membawa pulang dengan 
cara digendong. Asas segendong sepikul itu berarti bahwa 
anak laki-laki mendapat bagian sepikul atau 2 bagian 
sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian segendong 
atau 1 bagian sehingga perbandingannya 2 : 1. 
 
Namun demikian karena perkembangan dan kemajuan 
jaman, diantaranya timbulnya emansipasi wanita dimana 
banyak kaum wanita berhasil menduduki tempat-tempat yang 
sejajar dengan kaum pria baik di dalam pemerintahan, sosial, 
politik maupun ekonomi maka lama kelamaan asas 
segendong sepikul ini ditinggalkan masyarakat.  
b. Pengertian Pewaris 
Sebelum pewarisan dapat terlaksana maka terlebih dahulu 
harus memenuhi salah satu syarat yang penting yang tidak dapat 
dilupakan yaitu adanya pewaris. Artinya harta warisan tidak dapat 
dibagikan apabila tidak ada orang yang meninggal dunia atau 
dengan kata lain bahwa seorang pewaris itu harus sudah meninggal 
dunia disamping harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya. (J. 
Satrio, 1992: 19). Sedangkan yang dimaksud dengan pewaris 
adalah seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya 
meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. (Mg. 
Sri Wiyarti, 2000: 4). Dalam pengertian ini unsur yang penting 
ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. 
Sedangkan unsur meninggalnya pewaris tidak perlu dipersoalkan 
sebab musababnya. 
 
Apabila unsur harta kekayaan tidak ada, artinya jika 
pewaris tidak meninggalkan harta kekayaan, pewarisan menjadi 
tidak relevan. Tetapi apabila unsur orang yang masih hidup tidak 
ada, pewarisan masih relevan, karena harta kekayaan pewaris jatuh 
kepada negara. 
 
Pemindahan harta kekayaan pewaris adalah harta yang 
diperoleh pewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada 
ahli waris yang berhak menerimanya. Harta kekayaan ini biasanya 
disebut dengan warisan.  
 
 
c. Pengertian Ahli Waris 
Ahli waris ialah setiap orang yang berhak atas harta 
peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-
hutangnya. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 282). Hak dan 
kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak 
waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, 
dan surat wasiat, yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 
883 ayat 1 KUHPerdata dinyatakan bahwa ahli waris dengan 
sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta 
kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris). Dalam Pasal 874 
KUHPerdata juga dinyatakan bahwa segala harta kekayaan orang 
yang meninggal dunia adalah kepunyaan  ahli warisnya menurut 
Undang-Undang, sedangkan ahli waris karena surat wasiat tidak 
ada ketetapan yang sah yang mengatur mengenai hal tersebut. 
 
Ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan tadi didasari oleh 
asas dalam hukum Prancis dahulu yang berbunyi “le mort saisit le 
vif”, yang artinya orang yang mati berpegang pada orang yang 
masih hidup. Asas ini mengandung arti bahwa setiap benda harus 
ada pemiliknya. Jika orang meninggal dunia, maka segala hak dan 
kewajibannya dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang 
masih hidup. Kata “saisit” berasal dari kata “saisine” yang berarti 
hak dan kewajiban pewaris dioper oleh ahli warisnya. 
 
Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan 
hak warisnya (Pasal 834 KUHPerdata). Tuntutan ini disebut 
“hereditatis petitio”, artinya tuntutan memperoleh hak waris. Jadi, 
harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi 
kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian, dan inipun 
tidak lebih dari lima tahun. 
 
Berdasarkan Pasal 836 dan 899 KUHPerdata bahwa orang 
yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat 
terbukanya warisan. Artinya bahwa yang akan mewaris selain ia 
telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada 
saat matinya pewaris, karena saat kematian dan kelahiran 
seseorang sangat penting dan dapat bersifat sangat menentukan. 
 
Ahli waris merupakan salah satu syarat umum untuk 
adanya suatu pewarisan. Karena kepada ahli warislah segala hak 
dan kewajiban dari orang yang meninggal dalam keadaan bersih 
nantinya. 
 
Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam Undang-
Undang yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan 
hubungan darah yang disebut dengan ahli waris ab intestato, serta 
ahli waris berdasarkan surat wasiat yang disebut dengan ahli waris 
ab testamento.  
 
Ahli waris ab intestato diatur dalam Pasal 832 
KUHPerdata, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang berhak 
menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah dan isteri yang 
masih hidup dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak 
menjadi ahli waris adalah negara. Pertanyaannya ialah siapa-siapa 
saja yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mewaris 
itu ?. 
 
Untuk menjawab pertanyaan ini, maka keluarga sedarah 
dan isteri digolongkan menjadi empat golongan berikut ini : 
1) Anak atau keturunannya dan isteri yang masih hidup 
 ( Golongan   I). 
2) Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris (Golongan II). 
3) Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke 
atas (Pasal 853 KUHPerdata) (Golongan III). 
4) Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat ke 
enam (Pasal 861 ayat 1) (Golongan IV). 
 
Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya 
jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah 
yang bersama-sama berhak mewaris semua harta peninggalan 
pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga golongan pertama, 
maka orang-orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang 
berhak sebagai ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari 
golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan 
ketigalah yang berhak mewaris. Jika golongan ketiga ini tidak ada 
barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara 
bertingkat berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak 
ada, maka negaralah yang  berhak mewaris semua harta 
peninggalan pewaris. 
 
Selanjutnya agar dapat menjadi ahli waris harus memenuhi 
beberapa persyaratan diantaranya : 
1) Harus ada orang yang meninggal dunia. 
2) Ahli waris harus ada pada saat si pewaris meninggal dunia 
dengan tetap memperhatikan Pasal 2 KUHPer yang 
menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan 
seorang ibu, dianggap  telah lahir bila kepentingan si anak 
tersebut menghendaki dan apabila anak ini lahir meninggal 
maka dianggap tidak pernah ada. 
3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi dalam 
arti tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang 
yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau dianggap 
sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. 
 
Berdasarkan Pasal 838 KUHPer kriteria ahli waris yang 
dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris adalah (R. Subekti, 2003: 
223) : 
1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah 
membunuh atau mencoba membunuh pewaris. 
2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan 
karena fitnah telah mengajukan bahwa si pewaris telah 
melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 
5 tahun atau lebih. 
3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah 
mencegah si pewaris untuk membuat surat wasiat. 
4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan 
surat wasiat dari si pewaris. 
 
Berbeda dengan KUHPerdata, menurut hukum waris adat 
seseorang yang telah berdosa terhadap pewaris apabila dosanya itu 
diampuni, ia tetap menerima harta warisan artinya masih berhak 
mewaris. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 289). 
 
Akibat dari tidak patut menjadi ahli waris ini maka dengan 
sendirinya menurut hukum semua hak milik atau semua perbuatan 
pemilikan yang dilakukan oleh orang tersebut batal. Ketentuan 
Pasal 839 KUHPerdata mewajibkan seorang ahli waris yang tidak 
patuh itu untuk mengembalikan apa yang telah ia ambil dari 
barang-barang warisan semenjak warisan jatuh terluang. 
 
 
d. Pengertian Harta Warisan 
Harta warisan merupakan salah satu unsur untuk adanya 
suatu pewarisan. Yang di maksud dengan harta warisan itu sendiri 
adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris 
setelah dikurangi dengan semua hutang-hutangnya. (Abdulkadir 
Muhammad, 2000: 292). Harta warisan sering disebut dengan 
warisan saja dan menjadi hak ahli waris. 
Dari pengertian ini jelas bahwa pokok permasalahan dalam 
pewarisan itu adalah hak atas harta warisan bukan pada kewajiban 
membayar hutang-hutang pewaris. Kewajiban membayar hutang 
pewaris tetap ada pada pewaris, yang pelunasannya dilakukan oleh 
ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam 
pelunasan kewajiban pewaris itu termasuk juga pelunasan wasiat 
yang telah ditetapkan oleh pewaris. Harta warisan itu adalah harta 
kekayaan yang sudah bebas dari segala beban pewaris. Inilah yang 
menjadi hak ahli waris. 
 
Mungkinkah ahli waris membayar hutang-hutang pewaris 
apabila harta kekayaan peninggalan pewaris tidak mencukupi ?. 
untuk menjawab pertanyaan ini perlu dikaji lebih dahulu apakah 
ahli waris itu diwajibkan menerima warisan yang jatuh padanya ?. 
Dalam Pasal 1045 KUHPerdata dinyatakan bahwa tak seorangpun 
yang diwajibkan atau diharuskan menerima warisan yang jatuh 
padanya. Dengan demikian ada dua kemungkinan yang terjadi 
yaitu penerimaan warisan atau penolakan warisan. 
 
Apabila ahli waris menerima warisan, maka penerimaan itu 
ada dua macam yaitu penerimaan secara penuh (zuivere 
aanvaarding) dan penerimaan dengan hak mengadakan 
pendaftaran warisan (beneficiaire aanvaarding). Penerimaan 
secara penuh dapat dilakukan dengan tegas atau dilakukan dengan 
diam-diam. Dengan tegas apabila seseorang dengan suatu akta 
menerima kedudukannya sebagai ahli waris. Dengan diam-diam 
apabila dengan melakukan perbuatan yang dengan jelas 
menunjukkan maksudnya menerima warisan, misalnya melunasi 
hutang-hutang pewaris, mengambil atau menjual barang warisan 
(Pasal 1048 KUHPerdata). Tetapi perbuatan penguburan jenazah 
pewaris, menyimpan warisan, mengawasi atau mengurus warisan 
untuk sementara waktu saja tidak dapat dianggap sebagai 
perbuatan penerimaan secara diam-diam (Pasal 1049 
KUHPerdata). 
 
Penerimaan warisan secara penuh mengakibatkan warisan 
itu menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris yang 
menerimanya. Ahli waris itu berkewajiban melunasi hutang 
pewaris. Dengan kata lain para kreditur pewaris dapat menuntut 
pembayaran kepada ahli waris itu. Jika harta kekayaan peninggalan 
pewaris tidak mencukupi, ia harus membayar kekurangannya itu 
dengan harta kekayaannya sendiri. 
 
Apabila penerimaan warisan dengan hak mengadakan 
pendaftaran, maka menurut ketentuan Pasal 1023 KUHPerdata 
ahliwaris yang bersangkutan harus menyatakan kehendaknya ini 
kepada panitera Pengadilan Negeri dimana warisan itu telah 
terbuka. Akibat dari penerimaan beneficiaire ini ialah seperti 
ditentukan dalam Pasal 1032 KUHPerdata sebagai berikut : 
1) Ahli waris tidak wajib membayar hutang dan beban pewaris 
yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya. 
2) Ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran hutang 
pewaris dengan menyerahkan warisan kepada para kreditur. 
3) Kekayaan pribadi ahli waris tidak dicampuri dengan harta 
warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari 
harta warisan itu. 
 
Apabila setelah dikurangi dengan seluruh hutang pewaris, 
harta warisan itu masih mempunyai sisa, maka sisa itu merupakan 
hak ahli waris. Apabila ahli waris mempunyai hutang pada 
pewaris, ia harus membayar hutangnya itu dan dimasukkan ke 
dalam harta kekayaan peninggalan pewaris. 
 
 Yang menjadi harta warisan di dalam hukum adat bukan 
saja harta yang bersifat materiil (yang dapat dinilai dengan uang) 
tetapi juga termasuk harta yang unmateriil, yaitu harta yang tidak 
berwujud benda atau andaikata berwujud benda maka nilainya 
bukan kebendaannya (bukan di nilai dari segi uangnya) tetapi nilai-
nilai gaib, prestise, harga diri dan sebagainya yang sering tidak 
ternilai dengan materi/uang misalnya jabatan, status sebagai raja 
atau kepala adat. 
 
Selain itu harta warisan juga dapat berupa suatu kumpulan 
aktifa yaitu berupa sejumlah benda yang nyata ada atau berupa 
tagihan-tagihan atau piutang-piutang pada pihak ketiga, maupun 
dapat juga berupa pasifa yaitu sejumlah hutang-hutang pewaris 
yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya. 
Sehingga dengan demikian yang termasuk harta warisan itu adalah 
yang meliputi segala harta benda dari si pewaris, dan juga meliputi 
segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris dalam 
lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. 
 
Kemudian untuk dapat menentukan tentang  besar kecilnya 
harta warisan itu haruslah dilakukan pencatatan terhadap harta 
warisan itu, baik itu berupa aktifa maupun yang berupa pasifa. 
Sehingga nantinya setelah diadakan penghitungan terhadap harta 
warisan ahli waris dapat mengetahui, apakah lebih besar aktifanya 
yang berarti menguntungkan ahli waris yang menerimanya, 
ataukah besar pasifanya yang berarti akan memberatkan ahli waris 
yang menerimanya. Dalam keadaan seperti ini maka menurut 
Undang-Undang, ahli waris diberi kesempatan atau barhak berfikir 
terhadap harta warisan tersebut sebelum menyatakan menerima 
atau menolaknya. Setelah harta warisan itu terbuka dan si ahli 
waris menyatakan menerima harta waris itu maka harta warisan itu 
akan beralih kepadanya. 
 
Di dalam hukum adat wujud harta warisan adalah apa yang 
pada hakekatnya beralih dari tangan yang wafat kepada para ahli 
warisnya ialah barang-barang tinggalan dalam keadaan bersih, 
artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si 
peninggal warisan dan dengan pembayaran-pembayaran lain yang 
diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan. Dalam hukum 
adat pembagian harta warisan tidak selalu dipertangguhkan sampai 
semua hutang-hutang dari pewaris dibayar. Juga apabila ahli waris 
telah menerima bagiannya, dapatlah mereka ditegur oleh para 
berpiutang (kreditur) untuk membayar hutangnya si peninggal 
warisan. 
 
Tentang hal ini Mr. Ter Haar mengajarkan bahwa 
dikebanyakan daerah-daerah di Indonesia terutama di Jawa, 
hutang-hutang ini harus dibayar oleh para ahli waris apabila 
barang-barang warisan yang mereka terima, adalah mencukupi 
untuk membayar hutang-hutang itu.  (R. Wirjono Prodjodikoro, 
1983: 26). Dalam praktek di lingkungan hukum adat di seluruh 
Indonesia sering terjadi, bahwa hutang-hutang dari si peninggal 
warisan dibayar semua oleh para ahli waris tanpa memandang 
wujud harta benda yang ditinggalkan oleh si pewaris. Ini tentunya 
tergantung dari hubungan perseorangan antara si pewaris dan para 
ahli waris dan juga tergantung dari kemampuan para ahli waris. 
 
Ada perbedaan antara barang-barang milik bersama dari 
suami dan isteri (gono gini) di satu pihak dan barang-barang milik 
si suami atau isteri masing-masing di lain pihak. Di Jawa misalnya 
barang gono gini itu apabila tidak ada anak seluruhnya beralih 
kepada janda. Terutama terdapat di masyarakat hukum kebapak-
ibuan seperti di Jawa harta keluarga dalam arti sempit dapat di bagi 
secara perorangan, dan biasanya barang diberikan kepada siapa 
barang itu akan berguna. Sedangkan yang termasuk dalam harta 
perkawinan yang biasanya menjadi harta warisan apabila suami 
meninggal dunia diantaranya : 
1) Barang asal suami/isteri 
Barang asal adalah barang yang sebelum perkawinan 
dilaksanakan sudah dimiliki oleh masing-masing calon suami 
isteri, yang kemudian dibawa masuk ke dalam perkawinan. 
 
Barang asal dapat dibedakan atas : 
a) Barang asal keturunan (warisan). 
b) Barang asal keturunan yang bukan pewarisan yang 
dinamakan hadiah. 
c) Barang asal pencaharian yaitu barang-barang yang telah 
diperoleh oleh masing-masing suami/isteri sebelum 
masuk jenjang perkawinan 
 
Apabila kita sebutkan semua golongan barang asal, 
maka yang termasuk golongan barang asal yaitu : 
a) Pemberian orang tua, barang keturunan warisan dan 
barang keturunan hadiah. Kedua barang ini sering juga 
disebut barang pusaka, dan barang ini kemudian dibawa 
masuk ke dalam perkawinan. 
b) Pemberian dari orang tua sebagai hadiah selama 
perkawinan. 
c) Warisan sebelum dan selama perkawinan. 
d) Pengganti dari barang asal. Yang dimaksud di sini ialah 
barang asal yang dijual atau ditukarkan, hasil penjualan 
atau penukaran tersebut dinamakan pengganti barang 
asal. 
e) Hasil dari barang asal. 
f) Termasuk barang asal adalah pembayaran perkawinan 
kepada si perempuan dan juga mas kawin dan barang-
barang yang menjadi satu dengan mas kawin tersebut 
yang ditujukan kepada si perempuan. Termasuk juga 
hadiah-hadiah yang di terima oleh pengantin 
perempuan/isteri dari suaminya, kebanyakan tetap 
menjadi miliknya pribadi selama perkawinan dan 
merupakan barang asal. 
 
2) Barang gono gini. 
Barang gono gini menurut pengertiannya yang pokok 
ialah  barang yang diperoleh selama perkawinan sebagai 
usaha bersama dengan cucuran keringat bersama. (Mg. Sri 
Wiyarti, 2000: 22). Sesuai dengan pengertian pokok tersebut, 
maka barang gono gini ini ialah milik bersama suami isteri, 
tidak dapat diganggu gugat oleh silsilah keatas maupun 
kebawah selama masih ada seseorang diantaranya 
(suami/isteri) yang masih hidup. Keluarga pihak suami 
maupun keluarga pihak isteri tidak berhak menuntut 
sepenuhnya atau sebagian barang gono gini apabila salah 
seorang suami/isteri masih hidup. Barang gono gini terletak 
di luar lingkungan hak dari harta asal. 
 
Yang termasuk golongan harta gono gini ialah : 
a) Barang yang diperoleh bersama dengan usaha bersama 
suami isteri. 
b) Pemberian-pemberian kepada suami isteri atas nama 
bersama selama perkawinan. 
c) Pengganti barang gono gini. 
d) Hasil dari barang gono gini. 
 
Namun demikian ada kalangan tertentu, misalnya 
kaum bangsawan, pegawai dan lain-lain, isteri yang pada 
umumnya hanya mengurus rumah tangga saja, tidak ikut 
menghasilkan barang gono gini tersebut, menurut 
yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 
Nopember 1956 No. 51 K/Sip/1956 memutuskan bahwa isteri 
tersebut juga dianggap telah ikut mencurahkan tenaga untuk 
terbentuknya barang gono gini itu. (Mg. Sri Wiyarti, 2000: 
23). 
 
3. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan Untuk Janda Menurut 
Hukum Waris Adat 
a. Pengertian Janda 
Masyarakat Indonesia sebagian besar membedakan janda 
kedalam dua pengertian yaitu janda karena kematian suami dan 
janda karena perceraian. Tetapi disini penulis lebih mengerucutkan 
pembahasannya mengenai janda karena kematian suami. 
Sedangkan yang di maksud dengan janda karena kematian adalah 
seorang wanita yang telah lama hidup bersama dengan suami 
dalam pernikahan yang sah dan telah dapat membentuk harta 
bersama (gono-gini) tetapi dikemudian hari sang suami meninggal 
terlebih dahulu. (Suwondo Atmodjahnawi, 1990: 31). 
 
b. Kedudukan Janda dalam Pewarisan 
Di Indonesia menurut hukum adat sistem pewarisan 
dibedakan menjadi tiga diantaranya : 
1) Sistem pewarisan individual 
Sistem pewarisan individual diterapkan pada 
masyarakat bilateral seperti Jawa. Ciri-ciri dari sistem 
pewarisan ini ialah harta warisan dapat dibagikan kepada 
masing-masing ahli waris. Sebagai ahli waris utama dalam 
sistem ini ialah anak dan janda. Jika pasangan suami isteri 
mempunyai keturunan maka pewarisan tidak menjadi 
persoalan, karena sudah pasti harta warisan itu akan jatuh 
ketangan janda untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya, 
sampai anak-anaknya dewasa atau menikah. 
Yang menjadi persoalan adalah apabila pasangan 
suami isteri itu tidak mempunyai keturunan, sedangkan pihak 
keluarga pewaris menuntut harta warisan tersebut. Apabila 
terjadi permasalahan seperti itu maka pembagian warisannya 
adalah sebagai berikut : 
a) Pada prinsipnya harta bawaan kembali kepada masing-
masing pihak yang membawanya. Hal itu berarti harta 
bawaan yang dibawa oleh pewaris akan kembali kepada 
keluarga pewaris. 
b) Harta gono-gini pada prinsipnya merupakan hak bagi 
janda yang masih hidup. 
c) Bagi barang-barang yang di dapat suami atau isteri baik 
sebagai hibah atau warisan yang di dapat selama mereka 
masih dalam satu perkawinan maka barang itu dapat 
disamakan dengan harta bawaan masing-masing pihak. 
d) Jika harta gono-gini belum mencukupi bagi kehidupan 
sehari-hari maka harta asal suami dapat digunakan oleh 
janda sampai meninggal dunia atau sampai janda itu 
kawin lagi. 
 
2) Sistem pewarisan kolektif. 
Sistem pewarisan kolektif diterapkan pada masyarakat 
matrilineal seperti Minangkabau. Harta warisannya disebut 
harta pusaka, harta tersebut diwariskan kepada sekumpulan 
ahli waris secara bersama-sama , tidak boleh dibagi-bagikan 
kepada masing-masing ahli waris tetapi hanya berhak 
memakainya. Hal ini disebabkan karena adanya pemikiran 
bahwa harta yang ditinggalkan itu merupakan harta turun 
temurun, tidak mungkin dimiliki seseorang sehingga menjadi 
milik bersama. 
3) Sistem pewarisan mayorat 
Sistem pewarisan ini mempunyai ciri-ciri harta 
warisan secara keseluruhan diserahkan kepada salah satu 
anak atau ahli warisnya. Misalkan seperti di Bali yang berhak 
mewarisi hanyalah anak laki-laki yang tertua, sedangkan di 
Sumatera Selatan yang berhak mewarisi adalah anak 
perempuan yang tertua. 
 
Berdasarkan macam sistem pewarisan tersebut diatas maka 
Jawa termasuk kedalam sistem pewarisan individual, dimana 
dalam sistem itu yang menjadi ahli waris utama adalah anak dan 
janda. Hukum adat yang berlaku di Jawa, seorang janda 
mempunyai kedudukan yang istimewa jika dibandingkan dengan 
ahli waris yang lainnya, jika syarat bagi ahli waris adalah harus 
dalam satu ikatan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah 
atau keturunan, maka jelaslah bahwa seorang janda tidak berhak 
menjadi ahli waris dari suaminya. Tetapi kenyataannya dalam 
suatu perkawinan hubungan suami dengan isteri terkadang lebih 
erat daripada hubungan suami dengan keluarganya. Realita inilah 
yang menyebabkan seorang janda diberi kedudukan istimewa 
dalam pewarisan yang artinya kedudukan janda tersebut sejajar 
dengan anak-anak pewaris.  
 
Dia tidak menutup hak waris ahli waris lainnya, sebaliknya 
juga tidak ditutup kemungkinannya mendapat bagian warisan oleh 
ahli waris lainnya. Orang tua yang masih hidup berhak atas nafkah 
yang diambilkan dari harta peninggalan si pewaris. Selain itu jika 
suami meninggal dunia, maka harta benda perkawinan dibagi 
menjadi dua, yaitu harta asal ditambah setengah harta benda 
perkawinan. (Titik Triwulan Tutik, 2006: 332). Berdasarkan 
keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 Reg. No. 
298K/Sip./1959 bahkan menyatakan bahwa menurut hukum adat 
yang berlaku di Pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak 
dilahirkan seorang anakpun, maka isteri atau janda tersebut dapat 
tetap menguasai barang gono gini sampai meninggal dunia atau 
sampai kawin lagi. Hal ini terlihat dari  Putusan Mahkamah Agung 
tanggal 29 Oktober 1958 dinyatakan bagi suatu tempat di Jawa 
Tengan (Demak) bahwa dalam hal seorang suami meninggal dunia 
dengan meninggalkan seorang janda tanpa anak, sedang ada barang 
gono gini, maka janda itu berhak menguasai barang-barang itu 
seluruhnya tanpa perlu dipertimbangkan tentang cukup atau 
tidaknya barang-barang itu untuk hidup si janda. 
 Dan apabila terdapat anak maka Mahkamah Agung dalam 
keputusan yang kemudian diambil, pada tanggal 9 September 1959 
Reg. No. 263 K/Sip./1959 telah menetapkan bahwa menurut 
hukum adat Jawa Tengah, seorang janda berhak untuk membagi-
bagikan harta keluarga kepada semua anak, asal saja setiap anak 
mendapat bagian yang sama/pantas. (Surojo Wignyodipuro, 1983: 
192). Kedudukan janda seperti diuraikan tersebut selalu yang 
dimaksudkan ialah janda yang telah lama hidup bersama dalam 
perkawinan dengan almarhum suaminya. Tetapi apabila seorang 
perempuan belum lama kawin, belum mempunyai anak, bahkan 
belum ada barang gono gini dan suaminya meninggal dunia, maka 
barang asal suaminya pulang kembali kepada keluarga si suami. 
Selanjutnya Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 2 
Nopember 1960, Reg. No. 302 K/Sip./1960 menyimpulkan bahwa 
hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang 
janda perempuan dapat dirumuskan bahwa seorang janda 
perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal 
suaminya dalam arti sekurang-kurangnya dari barang asal itu 
sebagian harus tetap berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk 
hidup secara pantas sampai meninggal dunia atau kawin lagi, 
sedang di beberapa daerah di Indonesia di samping ketentuan ini 
dalam hal barang warisan yang amat banyak si janda perempuan 
berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seorang anak 
kandung dari si pewaris. (R. Wirjono Prodjodikoro, 1983: 48). 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Agar penelitian ini bisa dilaksanakan secara lancar, dan 
mengarahkan analisisnya pada tujuan, di sini perlu dikembangkan kerangka 
berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Namun kerangka 
berpikir ini, ketepatan penggunaanya akan ditentukan dan disesuaikan 
dengan apa yang terjadi dan ditemukan di lapangan. 
 
Dalam suatu perkawinan yang sah dimana suami isteri telah lama 
hidup bersama, telah mampu mengumpulkan harta bersama atau bahkan 
telah mempunyai keturunan apabila suatu saat suami meninggal dunia maka 
perlu ada kejelasan pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan suami. 
 
Pewarisan  dapat terlaksana apabila si pewaris telah meninggal 
dunia. Pewarisan inipun ada banyak pengaturannya bisa menggunakan 
KUHPerdata yang biasanya kebanyakan digunakan oleh masyarakat yang 
beragama non islam tetapi bisa juga menggunakan hukum adat. Indonesia 
memiliki banyak masyarakat yang berbeda-beda adat istiadatnya hal ini 
sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang bersuku-suku dimana setiap 
suku itu pasti memiliki adat istiadat yang berbeda. Kebanyakan masyarakat 
Indonesia memang masih memegang erat hukum adat tersebut, tetapi disini 
penulis lebih mengerucutkan pembahasannya hanya mengenai pembagian 
warisan menurut hokum adat jawa. Tidak terkecuali dalam hal pembagian 
warisan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya juga memiliki 
perbedaan. 
 
Berdasarkan proposisi-proposisi yang disusun dalam kerangka teori 
tinjauan pustaka tersebut diatas, dalam hubungannya dengan masalah pokok 
yang dikaji dalam penelitian ini, dapat disusun bagan kerangka pemikiran 
sebagai berikut : 
 
 
 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hak Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa 
Sebelum membahas tentang kedudukan janda dalam pembagian 
warisan pada masyarakat adat jawa, akan lebih baik jika terlebih dahulu 
dijelaskan mengenai pengertian janda. Masyarakat Indonesia membedakan 
janda menjadi dua diantaranya : 
1. Janda karena perceraian 
2. Janda karena kematian suami 
Penulis lebih mengerucutkan pembahasannya terhadap janda karena 
kematian suami. Karena janda karena kematian suami juga banyak 
menimbulkan akibat hukum baik terhadap kedudukan isteri maupun 
terhadap harta yang ditinggalkan suami. Selain itu peristiwa pewarisan 
terhadap janda karena kematian suami hanya bisa terjadi setelah pewaris 
meninggal dunia, dalam hal ini yang disebut pewaris adalah sang suami. 
Sedangkan yang dimaksud dengan janda karena kematian adalah seorang 
wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dalam pernikahan yang sah 
dan telah dapat membentuk harta bersama (gono-gini) tetapi dikemudian 
hari sang suami meninggal terlebih dahulu. (Suwondo Atmodjahnawi, 1990: 
31). 
 
Di Indonesia menurut hukum adat baik adat jawa maupun hukum 
adat lainnya sistem pewarisan secara umum tanpa membedakan pewarisan 
terhadap janda maupun terhadap ahli waris lainnya dibedakan menjadi tiga 
diantaranya : 
1. Sistem pewarisan individual 
Sistem pewarisan individual diterapkan pada masyarakat 
bilateral seperti Jawa. Ciri-ciri dari sistem pewarisan ini ialah harta 
warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Sebagai ahli 
waris utama dalam sistem ini ialah anak dan janda. Jika pasangan suami 
isteri mempunyai keturunan maka pewarisan tidak menjadi persoalan, 
karena sudah pasti harta warisan itu akan jatuh ketangan janda untuk 
menafkahi dirinya dan anak-anaknya, sampai anak-anaknya dewasa atau 
menikah. 
 
Yang menjadi persoalan adalah apabila pasangan suami isteri itu 
tidak mempunyai keturunan, sedangkan pihak keluarga pewaris 
menuntut harta warisan tersebut. Apabila terjadi permasalahan seperti itu 
maka pembagian warisannya adalah sebagai berikut : 
a. Pada prinsipnya harta bawaan kembali kepada masing-masing 
pihak yang membawanya. Hal itu berarti harta bawaan yang 
dibawa oleh pewaris akan kembali kepada keluarga pewaris. 
b. Harta gono-gini pada prinsipnya merupakan hak bagi janda yang 
masih hidup. 
c. Bagi barang-barang yang di dapat suami atau isteri baik sebagai 
hibah atau warisan yang di dapat selama mereka masih dalam satu 
perkawinan maka barang itu dapat disamakan dengan harta bawaan 
masing-masing pihak. 
d. Jika harta gono-gini belum mencukupi bagi kehidupan sehari-hari 
maka harta asal suami dapat digunakan oleh janda sampai 
meninggal dunia atau sampai janda itu kawin lagi. 
 
2. Sistem pewarisan kolektif. 
Sistem pewarisan kolektif diterapkan pada masyarakat 
matrilineal seperti Minangkabau. Harta warisannya disebut harta pusaka, 
harta tersebut diwariskan kepada sekumpulan ahli waris secara bersama-
sama , tidak boleh dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris 
tetapi hanya berhak memakainya. Hal ini disebabkan karena adanya 
pemikiran bahwa harta yang ditinggalkan itu merupakan harta turun 
temurun, tidak mungkin dimiliki seseorang sehingga menjadi milik 
bersama. 
 
3. Sistem pewarisan mayorat 
Sistem pewarisan ini mempunyai ciri-ciri harta warisan secara 
keseluruhan diserahkan kepada salah satu anak atau ahli warisnya. 
Misalkan seperti di Bali yang berhak mewarisi hanyalah anak laki-laki 
yang tertua, sedangkan di Sumatera Selatan yang berhak mewarisi 
adalah anak perempuan yang tertua. 
 
Berdasarkan macam sistem pewarisan tersebut diatas, maka Jawa 
termasuk kedalam sistem pewarisan individual, dimana dalam sistem itu 
yang menjadi ahli waris utama adalah anak dan janda. Hukum adat yang 
berlaku di Jawa, seorang janda mempunyai kedudukan yang istimewa jika 
dibandingkan dengan ahli waris yang lainnya, jika syarat bagi ahli waris 
adalah harus dalam satu ikatan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan 
darah atau keturunan, maka jelaslah bahwa seorang janda tidak berhak 
menjadi ahli waris dari suaminya. Tetapi kenyataannya dalam suatu 
perkawinan hubungan suami dengan isteri terkadang lebih erat daripada 
hubungan suami dengan keluarganya. Realita inilah yang menyebabkan 
seorang janda diberi kedudukan istimewa dalam pewarisan yang artinya 
kedudukan janda tersebut sejajar dengan anak-anak pewaris.  
 
Dia tidak menutup hak waris ahli waris lainnya, sebaliknya juga 
tidak ditutup kemungkinannya mendapat bagian warisan oleh ahli waris 
lainnya. Orang tua yang masih hidup berhak atas nafkah yang diambilkan 
dari harta peninggalan si pewaris. Selain itu jika suami meninggal dunia, 
maka harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta asal ditambah 
setengah harta benda perkawinan. (Titik Triwulan Tutik, 2006: 332). 
Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 Reg. 
No. 298K/Sip./1959 bahkan menyatakan bahwa menurut hukum adat yang 
berlaku di Pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan 
seorang anakpun, maka isteri atau janda tersebut dapat tetap menguasai 
barang gono gini sampai meninggal dunia atau sampai kawin lagi. Hal ini 
terlihat dari  Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 
dinyatakan bagi suatu tempat di Jawa Tengan (Demak) bahwa dalam hal 
seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda tanpa 
anak, sedang ada barang gono gini, maka janda itu berhak menguasai 
barang-barang itu seluruhnya tanpa perlu dipertimbangkan tentang cukup 
atau tidaknya barang-barang itu untuk hidup si janda. 
 
Dan apabila terdapat anak maka Mahkamah Agung dalam keputusan 
yang kemudian diambil, pada tanggal 9 September 1959 Reg. No. 263 
K/Sip./1959 telah menetapkan bahwa menurut hukum adat Jawa Tengah, 
seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga kepada semua 
anak, asal saja setiap anak mendapat bagian yang sama/pantas. (Surojo 
Wignyodipuro, 1983: 192). Kedudukan janda seperti diuraikan tersebut 
selalu yang dimaksudkan ialah janda yang telah lama hidup bersama dalam 
perkawinan dengan almarhum suaminya. Tetapi apabila seorang perempuan 
belum lama kawin, belum mempunyai anak, bahkan belum ada barang gono 
gini dan suaminya meninggal dunia, maka barang asal suaminya pulang 
kembali kepada keluarga si suami. Selanjutnya Mahkamah Agung dalam 
keputusannya tanggal 2 Nopember 1960, Reg. No. 302 K/Sip./1960 
menyimpulkan bahwa hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan 
mengenai seorang janda perempuan dapat dirumuskan bahwa seorang janda 
perempuan selalu merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya 
dalam arti sekurang-kurangnya dari barang asal itu sebagian harus tetap 
berada di tangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai 
meninggal dunia atau kawin lagi, sedang di beberapa daerah di Indonesia di 
samping ketentuan ini dalam hal barang warisan yang amat banyak si janda 
perempuan berhak atas sebagian dari barang-barang warisan seorang anak 
kandung dari si pewaris. (R. Wirjono Prodjodikoro, 1983: 48). 
 
Dari beberapa putusan hakim dalam masyarakat parental misalnya 
Jawa dapat dilihat kedudukan janda dalam pewarisan yang sering kali 
mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Semakin maju 
perkembangan manusia maka semakin mendapat perhatian pula kedudukan 
janda dalam pewarisan. Putusan Hakim tersebut diantaranya sebagai berikut 
: 
1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Februari 1959 No. 
387K/Sip/1958 yang menentukan tidak tepat jika seorang janda hanya 
menerima sepertiga bagian dari harta gono gini. Karena masyarakat di 
Jawa Tengah sudah berkembang dan semakin menuntut keadilan maka 
Mahkamah Agung memutuskan bahwa seorang janda layak mendapat 
separuh  dari harta gono gini sehingga hal inilah yang akhirnya 
dijadikan pedoman khususnya oleh  masyarakat di Jawa Tengah. 
2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1959 No.187 K/Sip/1959 yang 
berbunyi selama seorang janda belum kawin lagi, barang gono gini yang 
di pegang olehnya tidak dapat di bagi-bagi, guna menjamin 
kehidupanya. 
3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 September 1960 No.302 
K/Sip/1960 yang berbunyi bahwa berdasarkan peninjauan sehari hari 
yang di lakukan Mahkamah Agung  perihal isi hukum adat tentang 
warisan di Indonesia, maka Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa 
hukum adat di seluruh Indonesia perihal warisan bagi seorang janda 
dapat dirumuskan bahwa seorang janda selalu merupakan ahli waris 
terhadap barang asal suaminya dalam arti sekurang-kurangnya sebagian 
dari barang asal itu harus tetap berada di tangan janda selama masih 
diperlukan untuk hidup lebih pantas sampai sang janda meninggal dunia 
atau kawin lagi. 
4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Desember 1961 No.301 
/Sip/1961 yang menyatakan bahwa seorang janda merupakan ahli waris 
dari suaminya sehingga berhak atas sebagian barang asal milik suami,  
tetapi bagian tersebut harus sama dengan bagian anak kandung 
suaminya. 
 
Dari beberapa putusan hakim tersebut di atas dapat dilihat bahwa 
masyarakat Indonesia semakin hari semakin maju dan berkembang 
pemikirannya sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa kedudukan 
seorang janda diperkuat dengan menetapkan janda sebagai ahli waris dan 
berhak mewarisi harta peninggalan suami.   
 
Untuk lebih jelasnya bisa di lihat dari putusan Mahkamah Agung 
tanggal 23 Oktober 1957 mengenai penetapan ahli waris yang dikutip oleh 
penulis dari buku karangan Titik Triwulan Tutik S.H, M.H yang berjudul 
“Hukum Perdata di Indonesia”.  
KASUS POSISI : 
Seorang dokter bernama Raden Mas Soeratman Erwin meninggal dunia 
dengan meninggalkan tiga orang anak yang bernama : 
1. Dr. R.M. Soeherman Erwin 
2. Drs. R.M. Eppie Soeratman Erwin 
3. R.M. Guustaaf Husni Erwin 
Dan seorang janda yang bernama Ny. Eny Siti Roekasih 
PERMASALAHANNYA : 
Siapa yang menjadi ahli waris dari Dr. R.M. Soeratman Erwin dan apakah 
janda berhak menerima warisan dari harta peninggalan Dr. R.M. Soeratman 
Erwin? 
 
 
 
Pengadilan Negeri Bandung menyimpulkan : 
Mengabulkan permohonan pemohon dengan putusannya tertanggal 7 
Agustus No. 607/1956, sebagai berikut : 
Menetapkan : 
1. Bahwa Ny Eny Siti Roekasih adalah janda dari Dr. R.M. Soeratman 
Erwin. 
2. Bahwa pemohon Dr. R.M. Soeherman Erwin, Drs. R.M. Eppie 
Soertaman Erwin dan R.M. Guustaaf Husni Erwin adalah ahli waris dari 
Dr. R.M. Soeratman Erwin almarhum. 
 
Dari putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat apabila dinyatakan bahwa tiga anak tersebut adalah ahli waris 
dan Ny. Eny Siti Roekasih selaku janda seperti bunyi bagian pertama dan 
dictum Pengadilan Negeri Bandung maka mungkin sekali ada salah paham 
dan dikira bahwa janda itu tidak berhak atas harta warisan. Maka sebaiknya 
perkataan “ahli waris“ tidak dipakai, melainkan menetapkan saja bahwa 
ketiga pemohon kasasi dan Ny. Eny Siti Roekasih berhak atas harta warisan. 
 
Pendekatan yang di pakai Mahkamah Agung hingga masalah itu 
sampai pada kesimpulan adalah bahwa Mahkamah Agung berpendapat 
untuk menghindarkan kesalahpahaman maka sebaiknya janda dan anak dari 
peninggal warisan ditetapkan bersama-sama berhak atas harta warisan. 
Maka Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan membatalkan 
putusan Pengadilan Negeri Bandung. Mahkamah Agung juga membatalkan 
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan putusannya Pengadilan 
Negeri Bandung tidak dianggap suatu putusan pengadilan melainkan suatu 
pertolongan kepada para ahli waris dari almarhum Dr. R.M. Soeratman 
Erwin atas permintaan mereka untuk melaksanakan pembagian warisan yang 
dimaksudkan dalam Pasal 236a H.I.R. 
Dari contoh kasus tersebut di atas semakin jelas dan semakin dapat 
disimpulkan bahwa seorang janda berhak mewarisi harta peninggalan 
almarhum suami bersama-sama dengan anaknya artinya bahwa janda berhak 
mewarisi harta peninggalan suami, dimana bagian janda dengan bagian 
seorang anak harus sama atau dibagi sama rata. 
 
B. Pelaksanaan Pembagian Warisan Bagi Seorang Janda Menurut Hukum 
Adat Jawa Berdasarkan Putusan Hakim terhadap Perkara 
No.31/Pdt.G/1994/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo 
Di Pengadilan Negeri Sukoharjo dari hasil penelitian yang dilakukan 
penulis terdapat satu kasus yang bisa di pelajari, yang mana kasus tersebut 
dapat semakin memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti penulis. 
Dalam kasus jual beli tanah warisan antara Penggugat dengan 15 orang 
Tergugat yang mana salah satu dari Tergugat merupakan janda dari 
almarhum pemilik sebidang tanah yang menjadi sengketa. Sebelum 
persidangan dimulai hakim menawarkan perdamaian kepada para pihak, 
akhirnya  mereka memutuskan menyelesaikan sengketa tersebut dengan 
jalan perdamaian. Penulis memilih sengketa yang berakhir perdamaian ini 
dengan alasan bahwa dengan dilakukan perdamaian tersebut artinya 
Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa berdasarkan kebiasaan 
atau adat istiadat yang berlaku di daerah mereka, sehingga sesuai dengan 
permasalahan yang sedang diteliti penulis. 
 
Masalah-masalah yang timbul beserta pembahasannya dalam 
menentukan hak janda dalam pembagian warisan yang terjadi khususnya 
pada masyarakat Jawa, dapat diketengahkan sebagai berikut : 
MASALAH YANG DITINJAU : GUGATAN TERHADAP JUAL BELI 
TANAH WARISAN 
Penetapan tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 31/Pdt.G/1994/PN.Skh 
Ikhtisar Kasus : 
Penggugat bernama Ngadiyo alias Sartono yang bertempat tinggal di 
Sugihan Rt 01, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo melakukan 
gugatan atas sengketa jual beli tanah warisan dengan jumlah Tergugat 
sebanyak 15 orang diantaranya : 
1. Harso Wiyono alias Suhar yang bertempat tinggal di Dukuh dan Desa 
Plumbon, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo (Tergugat I) 
2. Mbok Darso Wiyono alias Marni yang bertempat tinggal di Desa 
Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo (Tergugat II) 
3. Harto Wiyono alias Asih yang bertempat tinggal di Desa Ngowan, 
Kelurahan Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo 
(Tergugat III) 
4. Harnodiharjo alias Surip yang bertempat tinggal di Talangrejo, 
Kelurahan Kroya, Kabupaten Sragen (Tergugat IV) 
5. Sugini yang bertempat tinggal di Desa Ngowan, Kelurahan Sugihan,  
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo (Tergugat V) 
6.     Suwarto yang bertempat tinggal di Desa Ngowan, Kelurahan Sugihan, 
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo (Tergugat VI) 
7. Ny. Marsodimejo alias Ny. Sumarno (Tergugat VII) 
8. Jatwadi (Tergugat VIII) 
9. Martutik (Tergugat IX) 
10. Saryono (Tergugat X) 
11. Sunari (Tergugat XI) 
12. Tarini (Tergugat XII) 
13. Surami (Tergugat XIII) 
14. Suwanti (Tergugat XIV) 
15. Sutarwi (Tergugat XV) 
Dimana Tergugat VII sampai dengan Tergugat XV kesemuanya bertempat 
tinggal di Desa Plosorejo, Kelurahan Sugihan, Kecamatan Bendosari, 
Kabupaten Sukoharjo. 
 
Sebidang tanah sawah yang menjadi sengketa semula merupakan 
milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V beserta Bapak Marsodimejo 
alias Sumarno dan Marsi, tanah tersebut terletak di Desa Sugihan, 
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo yang tercatat persil 130-193-S-
IV yang telah bersertifikat hak milik Nomor 1527/Desa Sugihan dengan luas 
tanah kurang lebih 5.638 Meter dengan batas-batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara   : Jalan Desa 
Sebelah Barat   : Sawah Sunarti, dkk 
Sebelah Selatan   : Jalan Desa 
Sebelah Timur   : Sawah Suginah 
Tetapi sebenarnya pada tahun 1985 Bapak Marsodimejo alias Sumarno telah 
meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang janda yaitu Ny. 
Marsodimejo alias Ny. Sumarno (Tergugat VII) dan 8 anak yaitu Tergugat 
VIII s/d Tergugat XV, di samping itu Ny. Marsi yang juga sebagai pemilik 
tanah tersebut juga telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang 
anak yaitu Suwarto (Tergugat VI). 
 
Setelah Bapak Marsodimejo alias Sumarno meninggal dunia dan atas 
kesepakatan bersama dari para Tergugat akhirnya pada tahun 1991 Pengugat 
membeli ½ (setengah) bagian tanah sawah tersebut dan telah di bayar lunas 
sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) yaitu bagian sebelah utara 
dari tanah sawah Hak Milik No. 1527 Desa Sugihan tersebut dengan luas 
kurang lebih 2.819 meter dengan batas-batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara   : Jalan Desa 
Sebelah Barat   : Sawah milik Sunarti, dkk 
Sebelah Selatan   : Sawah milik para Tergugat 
Sebelah Timur   : Sawah Suginah  
Yang selanjutnya tanah tersebut disebut tanah sengketa. Sejak transakasi jual 
beli tersebut tanah sawah itu telah digarap dan dikuasai oleh Penggugat, 
setelah beberapa lama Penggugat bermaksud hendak membalik namakan 
tanah sengketa yang telah dibelinya menjadi milik Penggugat tetapi para 
Tergugat berkeberatan dan tidak sanggup membantu kelancaran pelaksanaan 
balik nama tersebut dengan alasan yang berbelit-belit. Karena Penggugat 
merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut dan telah berulang kali 
menempuh upaya damai dengan para Tergugat tetapi tidak berhasil maka 
pada tanggal 8 Agustus 1994 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan 
Negeri Sukoharjo. 
 
Dalam gugatannya Penggugat hanya menuntut agar majelis hakim 
menyatakan sah jual beli tanah tersebut dan menuntut agar para Tergugat 
bersedia membantu kelancaran balik nama tanah sawah sengketa menjadi 
atas nama Penggugat. 
 
Setelah persidangan di mulai dan sesuai prosedur bahwa sebelum 
persidangan berlanjut hakim harus menawarkan perdamaian akhirnya 
Penggugat dan para Tergugat sepakat mengadakan persetujuan perdamaian 
untuk mengakhiri sengketanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Sukoharjo Nomor 31/Pdt.G/1994/PN.Skh, sebagai berikut : 
1. Bahwa Penggugat maupun para Tergugat setuju dan sepakat untuk 
mengadakan perdamaian untuk mengakhiri perkaranya 
No.31/Pdt.G/1995/PN.Skh dengan damai, yang selanjutnya hasil 
perdamaian tersebut dimohonkan keputusan perdamaian di Pengadilan 
Negeri Sukoharjo. 
2. Bahwa Pengugat setuju dan telah sepakat untuk menbagi menjadi dua 
bagian tanah sawah sengketa, sertifikat hak milik Nomor : 1527 Desa 
Sugihan yang luasnya kurang lebih 5.638 meter yang terletak di Desa 
Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-
batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara  :Jalan Desa  
Sebelah Barat  : Sawah milik Sunarti dkk 
Sebelah Selatan  : Jalan Desa 
Sebelah Timur  : Sawah milik Suginah 
Dengan pembagian sebagai berikut : 
a. Sawah sengketa Hak Milik No. 1527 Desa Sugihan yang ½ 
(setengah) bagian sebelah utara dengan luas kurang lebih 2.819 
meter dengan batas-batas : 
Sebelah Utara   : Jalan Desa 
Sebelah Barat   : Sawah milik Sunarti dkk 
Sebelah Selatan  : ½ (setengah) bagian sawah sengketa Hak 
Milik No. 1527 tersebut 
Sebelah Timur  : Sawah milik Suginah 
Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah 
setuju dan sepakat untuk menjadi bagian atau Hak Milik 
sepenuhnya dari Penggugat (Ngadiyo alias Sartono) dengan balik 
nama menjadi atas nama Penggugat yaitu Ngadiyo alias Sartono. 
b. Sawah sengketa Hak Milik No.1527 Desa Sugihan yang ½ 
(setengah) bagian sebelah selatan dengan luas kurang lebih 2.819 
meter dengan batas-batas : 
Sebelah Utara  : ½ (setengah) bagian sawah sengketa  Hak 
Milik  No.1527 tersebut 
Sebelah Barat   : Sawah milik Sunarti, dkk 
Sebelah Selatan  : Jalan Desa 
Sebelah Timur  : Sawah milik Suginah 
Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah 
setuju dan sepakat untuk menjadi bagian dari para ahli waris dari 
almarhum Bapak Marsodimejo alias Sumarno, yaitu : Ny. 
Marsodimejo alias Ny. Sumarno (Tergugat VII adalah seorang 
janda), Jatwadi (Tergugat VIII), Martutik (Tergugat IX), Saryono 
(Tergugat X), Sunari (Tergugat XI), Tarini (Tergugat XII), Surami 
(Tergugat XIII), Suwanti (Tergugat XIV), dan Sutarwi (Tergugat 
XV) untuk semuanya menjadi hak milik mereka dan 
dibaliknamakan atas nama mereka. 
c. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah setuju dan 
sepakat untuk tidak minta bagian atas tanah sawah sengketa Hak 
Milik No.1527 Desa Sugihan tersebut, karena mereka mengakui 
telah menjual bagiannya kepada Penggugat dan telah dibayar lunas 
oleh Penggugat. 
 
Pembahasannya : 
 
Setelah mempelajari kasus diatas maka dapat dilihat bahwa 
kerukunan masyarakat jawa masih diutamakan, hal itu terlihat dari mereka 
bersedia mengakhiri sengketa dengan melakukan perdamaian. Selain itu 
penulis juga melihat dan mempelajari sengketa warisan yang lainnya, dari 
itulah penulis melihat bahwa pada masyarakat jawa khususnya di Sukoharjo 
bagi mereka yang terlibat sengketa mengenai warisan yang mana para 
pihaknya masih mempunyai ikatan persaudaraan, biasanya mereka memilih 
mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian, hal ini di rasa aman karena 
tetap bisa mempertahankan kerukunan keluarga. 
 
Dari kasus yang penulis kemukakan di atas  dapat di lihat bahwa 
yang menjadi ahli waris dari ½ (setengah) bagian tanah sawah sengketa 
adalah seorang janda dan 8 orang anak kandung dari pewaris (Bapak 
Marsodimejo alias Sumarno). Sedangkan dalam akta perdamaiannya 
menyebutkan bahwa janda Ny. Marsodimejo alias Ny. Sumarno berhak 
mewarisi tanah sawah peninggalan pewaris dan mendapat bagian sama rata 
dengan 8 orang anak kandung pewaris. Artinya dari ½ (setengah) bagian 
tanah sawah sengketa itu dibagi 9 orang antara seorang janda dengan 8 
orang anak kandung pewaris, sehingga masing-masing orang mendapat 1/18 
(seperdelapanbelas). Apabila dihitung maka masing-masing orang berhak 
atas tanah sawah seluas kurang lebih 157 meter. 
 
Di samping itu jika masyarakat memutuskan mengakhiri sengketa 
dengan perdamaian maka secara otomatis isi akta perdamaian itu bukan 
hakim yang menentukan tetapi ditentukan sendiri oleh para pihak. Dalam 
sengketa yang diakhiri dengan perdamaian majelis hakim hanya berperan 
dalam mengukuhkan akta perdamaian tersebut. Para pihak menentukan isi 
akta perdamaian itu hanya berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang 
bersengketa, misalkan sengketa mengenai pembagian warisan maka dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat itu menbagi warisan hanya berdasarkan adat 
istiadat atau kebiasaan yang terjadi pada masyarakat mereka. 
 
Di pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Sukoharjo jika 
masyarakat memutuskan mengakhiri sengketa dengan perdamaian maka 
hakim tidak berhak menentukan isi akta perdamaian, sehingga misalkan 
dalam kasus pembagian warisan jika para pihak memutuskan berdamai 
maka aturan dalam KUHPerdata atau aturan dalam peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan sengketa yang terjadi tidak dipakai dalam 
menentukan besarnya bagian bagi pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak 
yang mengakhiri sengketa dengan perdamaian mereka lebih sering 
menentukan bagian warisan berdasarkan hukum islam atau hukum adat yang 
berlaku di kehidupan sehari-hari mereka. 
 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan hakim 
Pengadilan Negeri Sukoharjo, khususnya putusan pedamaian dalam perkara 
No.31/Pdt.G/1994/PN.Skh maka penulis dapat mengambil kesimpulan 
bahwa berdasarkan hukum adat Jawa khususnya di Sukoharjo seorang janda 
berhak mewarisi harta peninggalan suami yaitu mendapat bagian yang sama 
dengan anak-anak kandung pewaris, selain itu juga dapat di simpulkan 
bahwa di  Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam sengketa yang berakhir 
perdamaian maka sebagian para pihak memberlakukan hukum adat mereka 
dalam isi akta perdamaian dan hakim tidak berhak menentukan isi akta 
perdamaian, artinya akta perdamaian itu murni merupakan kesepakatan para 
pihak yang bersengketa, di sini hakim hanya berperan dalam menjembatani 
agar terjadi perdamaian dan juga berperan dalam mengukuhkan akta 
perdamaian sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum 
tetap, tetapi jika sengketa tidak berakhir dengan perdamaian maka tetap 
majelis hakimlah yang menentukan isi putusan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang sesuai dengan sengketa yang terjadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berpedoman pada sengketa jual beli tanah warisan perkara 
No.31/Pdt.G/1994/PN.Skh yang penulis pelajari maka dapat 
disimpulkan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat 
jawa khususnya masyarakat Sukoharjo seorang janda merupakan ahli 
waris dan berhak memperoleh harta peninggalan suami (pewaris). Janda 
mendapat bagian yang sama dengan bagian yang diterima anak kandung 
pewaris, artinya harta peninggalan pewaris harus dibagi rata antara janda 
dengan anak-anaknya. Sehingga antara janda dan anak mendapat bagian 
yang sama. 
2. Pelaksanaan pembagian warisan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat 
disimpulkan bahwa dalam perkara perdata yang berakhir perdamaian 
maka pihak pengadilan khususnya majelis hakim tidak berhak 
menentukan isi akta perdamaian, disini majelis hakim hanya berperan 
dalam menjembatani agar terjadi perdamaian dan berperan dalam 
mengukuhkan akta perdamaian. Jika para pihak yang bersengketa tidak 
dapat didamaikan barulah majelis hakim memutus perkara berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan 
sengketa yang terjadi dan bukan berdasarkan hukum adat yang berlaku 
dalam masyarakat. Dalam memutus sengketa  khususnya pembagian 
warisan yang melibatkan seorang janda, yang tidak berakhir dengan 
perdamaian Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak memberlakukan hukum 
adat, tetapi memberlakukan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang sesuai dengan sengketa yang terjadi. 
 
B. Saran-saran 
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan  saran sebagai 
berikut : 
1. Dalam menyelesaikan sengketa khususnya mengenai warisan yang 
biasanya  para pihak masih mempunyai hubungan darah atau keluarga, 
sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur musyawarah. Selain 
tidak memerlukan banyak biaya, nantinya diharapkan hubungan 
kekeluargaan itu bisa tetap rukun.  
2. Bagi pihak pengadilan khususnya majelis hakim diharapkan lebih 
semangat dalam memberikan mediasi atau perdamaian bagi pihak yang 
bersengketa. Sehingga berperkara di pengadilan bisa ditekan seminim 
mungkin. 
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